
 
BUPATI BANJAR  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR   12   TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 61 TAHUN 2022 

TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan 

evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
Pemerintah Daerah pelu melakukan Perubahan 
terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 

2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6409);  
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 

Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 80); 

14. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1842); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1569); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 6); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
5); 

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 

tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 66); 

21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 

Nomor 61);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 

Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntablitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 
Nomor 61), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi evaluasi terhadap 
penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: 

a. perencanaan Kinerja; 

b. pengukuran Kinerja; 

c. pelaporan Kinerja; dan 

d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 

(3) Ketentuan mengenai Evaluasi AKIP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni 
Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 4A 

(1) Sebelum pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah 

yang dilakukan oleh Tim Evaluator yang berasal dari APIP 
Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

Perangkat Daerah melakukan Evaluasi AKIP secara 
mandiri terhadap Perangkat Daerah. 

(2) Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang secara mandiri 

oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan kepada Tim Evaluator yang berasal dari 
Inspektorat Daerah. 

(3) Pedoman dan Lembar Kerja Evaluasi AKIP secara mandiri 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

3.  Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 

2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

 
Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal 26 Maret 2024 

  
BUPATI BANJAR, 

 
           Ttd 
 

SAIDI MANSYUR 
Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 26 Maret 2024        

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,  

 
 

 Ttd 

 
                  MOKHAMAD HILMAN  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 12 
 
 


